PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR A3 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan program dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 yang
dijabarkan dalam kegiatan, perlu menetapkan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Daerah
Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Sistemm Perencanaan Pembangunan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2024, ‘

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1655});

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587}
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
)( ﬁ Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik

1




10.

11.

12.

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang
Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sera Tata
Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP} Kabupaten Sumbawa 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010
Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sumbawa Nomor 580};

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa
Nomor 641); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-
2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun
2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sumbawa Nomor 697} sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-
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2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun
2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sumbawa Nomor 712);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

10.

(1)

(2)

Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
Bupati adalah Bupati Sumbawa.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa
vang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah memuat penjabaran visi, misi dan program
Bupati Sumbawa untuk kurun waktu 5 (lima) tahunan.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Sumbawa yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah
dokumen perencanaan daerah Kabupaten Sumbawa untuk kurun
waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa
yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan,
rencana belanja program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya
disebut Renja- Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan SKPD
untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sumbawa.

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang
selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa.

Pasal 2

RKPD Tahun 2024 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah untuk kurun waktu Tahun 2024.

RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah,
rencana keria dan pendanaan, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Pusat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Daerah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
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(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi
sebagai:

a. pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk penyusunan Kebijakan
Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dalam
rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2024; dan

b. pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun dan
penyempurnaan Renja-Perangkat Daerah dan RKA- Perangkat
Daerah Tahun 2024.

Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas
pelaksanaan RKA-Perangkat Daerah yang berisi uraian tentang
keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing kegiatan.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada
Bupati melalui Kepala Bappeda paling lambat 5 (lima) hari setelah
berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk
melakukan analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya
yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB1 PENDAHULUAN

BABII GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB 1II KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BABYV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB VII INOVASI DAERAH

BAB VIII PENUTUP

Uraian lebih lanjut mengenai sistematika penyusunan RKPD Tahun
2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 4

Kepala Bappeda wajib menelaah kesesuaian antara RKA - Perangkat Daerah
Tahun 2024 dengan hasil pembahasan bersama DPRD terhadap RKPD Tahun
2024,

Pasal 5

Dalam hal program dan kegiatan RKPD Tahun 2024 yang ditetapkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berbeda dengan hasil pembahasan
bersama DPRD, maka yang dipergunakan adalah hasil pembahasan dengan
DPRD.
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal &17juli; 40323

BUPATI SUMBAWA,

-

"
X#/MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 2% JulU* 8093

SEKRETARIS DAE UPATEN SUMBAWA,

HASAW BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2023 NOMOR 33



